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PARA PIHAK

O PEMOHON:
1. Pasangan Calon Gubernur, Bupati, Walikota

2. Pemantau Pemilihan yang telah Terakreditasi

0 TERMOHON:
KPU Provinsi
KPU Kabupaten/Kota

0 PIHAK TERKAIT

d PEMBERI KETERANGAN: BAWASLU




OBJEK PERMOHONAN, KUASA HUKUM, DAN
PEMANTAU PEMILIHAN

Q

Objek permohonan adalah
keputusan Termohon mengenai
penetapan perolehan suara hasil

pemilihan yang dapat memengaruhi
penetapan calon terpilin. Jadi,

bukan mengenai berita acara rapat

pleno penetapan hasil rekapitulasi.

o

Para pihak dapat diwakili oleh
kuasa hukum atau didampingi oleh
pendamping.

Dalam hal pemilihan diikuti satu
pasangan calon, masing-masing
Pemantau Pemilihan dapat mengajukan
permohonan sebagai Pemohon, seperti
halnya pasangan calon yang masing-
masing juga dapat menjadi Pemohon.

_

Pendaftaran dan sertifikat akreditasi
Pemantau Pemilihan disesuaikan
dengan daerah pemilihannya. Pemilihan
Gubernur dari KPU Provinsi, sedangkan

Pemilihan Bupati/Walikota dari KPU
Kab/Kota.



TERMOHON DAN BAWASLU

KPU Provinsi atau KPU
Kab/Kota, jadi bukan KPU,
karena keputusan mengenai

penetapan perolehan suara
hasil Pemilihan Gubernur
ditetapkan oleh KPU
Provinsi, sedangkan
penetapan hasil Pemilihan
Bupati/Walikota ditetapkan
olen KPU Kab/Kota.

Bawaslu Provinsi atau
Bawaslu Kab/Kota. Namun
demikian dalam beracara
maupun penyampaian
Jawaban KPU Provinsi/KPU
Kab/Kota atau Keterangan
Bawaslu Provinsi/ KPU
Kab/Kota harus dengan
supervisi dan koordinasi
KPU dan Bawaslu. Untuk
itu, penyampaian salinan
permohonan dan
pemberitahuan hari sidang
juga ditembuskan kepada
KPU dan Bawaslu.



BATAS WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

= Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung
sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh
Termohon.

= Kapan waktu pengumuman penetapannya? Sebab, pada PHP
Kepala Daerah Tahun 2020/2021 banyak terjadi perbedaan waktu
antara Penetapan dan Pengumuman oleh Termohon.

Penjelasan:

» Dalam PHP Kepala Daerah 2024 /2025, penetapan perolehan suara
hasil pemilihan terhitung sejak ditetapkan oleh Termohon.
Mahkamah memaknai penetapan dimaksud sekaligus adalah
pengumuman Termohon.

» Sementara itu, hari kerja dalam pengajuan permohonan
diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00
WIB.



TAHAPAN SIDANG

Sembilan Hakim Konstitusi akan dibagi ke dalam 3 (tiga) Panel Hakim

L

SIDANG
PANEL/PLENO
Pemeriksaan
Persidangan
PENYAMPAIAN
+ JAWABAN
TERMOHON
. a. Menerima dan
a. Memeriksa Mendengar
kelengkapan Jawaban
dan k?jelasan Termohon,
materl Keterangan
permohonan Pihak Terkait,
b. Memeriksa dan
dan Keterangan
mengesah'kan Bawaslu; P;:gnupan
Alat Bukti b. Memeriksa dan tusan/
Pemohon mengesahkan Ketetapan
Alat Bukti
. 4 Termohon,
Pihak Terkait,
dan Bawaslu

untuk menyelesaikan seluruh sengketa hasil Pilkada dalam waktu yang terbatas



PERSYARATAN FORMIL “AMBANG BATAS”

PENGAJUAN PERMOHONAN (PASAL 158)

PROVINSI AMBANG KABUPATEN/KOTA :
Persidangan
BATAS
Pendahuluan

P < 2.000.000 2% P < 250.000
2.000.000 < P < 6.000.000 1,5% 250.000 < P < 500.000
Persidangan
6.000.000< P < 1% 500.000 < P < 1.000.000 Pemeriksaan
12.000.000
‘ m) Pasal 158
P > 12.000.000 0,5% P > 1.000.000 .
Persidangan
Pemeriksaan (Lanjutan)
Pasal 158 akan diberlakukan setelah persidangan pemeriksaan =) Pasal 158
atau dipertimbangkan setelah persidangan pemeriksaan
(lanjutan) bersama-sama dengan pokok permohonan. Persidangan

Pembacaan Putusan
Permohonan tetap menguraikan Pasal 158 UU 10/2016 dengan

menghubungkannya pada pokok-pokok permohonan untuk
menjelaskan kepada Mahkamah bahwa penerapan Pasal 158
dapat ditunda keberlakuaannya sehingga harus dibuktikan dalam
persidangan pemeriksaan (lanjutan).



Penghitungan/Pemungutan Suara Ulang

Umumnya: Tidak Diterima | Menolak | Mengabulkan

gan Suara Ulang

Apabila terjadi kesalahan Apabila terbukti terjadi &
penghitungan suara atau pelanggaran yang mengakibatkan
pelanggaran dalam proses tidak dapat digunakannya hasil
rekapitulasi suara maka rekapitulasi yang ada maka
Mahkamah memerintahkan agar Mahkamah memerintahkan agar
dilakukan Penghitungan Suara dilakukannya Pemungutan Suara
ulang pada TPS atau wilayah Ulang

tertentu



Dokumen Tertulis Para Pihak

0086008

Permohonan dan perbaikan permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu)
kali selama tenggang waktu pengajuan permohonan/perbaikan
permohonan. Dokumen perbaikan permohonan tidak dapat diserahkan
secara parsial.

Jawaban Termohon hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

Surat Permohonan menjadi Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait
masing-masing juga hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. Keterangan Pihak
Terkait yang diajukan bersama-sama dengan surat permohonan menjadi
Pihak Terkait tidak dianggap sebagai Keterangan Pihak Terkait.

Keterangan Bawaslu juga hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu
disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum persidangan
pemeriksaan dan diserahkan pada jam kerja (08.00 — 16.00 WIB). Apabila
melewati batas waktu maka penilaiannya diserahkan kepada Mahkamabh.
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Nomor antrian pengajuan permohonan hanya berlaku untuk satu
permohonan. Dalam hal telah mendapatkan nomor antrian, akan diproses
sampai dengan diterbitkannya e-AP3.

Bea meterei dibubuhkan untuk setiap nomor alat bukti yang diajukan.

Hardcopy permohonan online tidak harus diserahkan, namun untuk alat
bukti harus diserahkan secara langsung, dengan ketentuan untuk alat bukti
berupa surat/tulisan yakni 1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar
lainnya adalah penggandaannya. Sedangkan alat bukti selain surat/tulisan
disimpan dalam USB yang dibubuhi meterei.

Ketentuan di atas juga berlaku untuk Jawaban Termohon dan Keterangan
Pihak Terkait/Bawaslu yang diajukan secara online.

Jika terdapat perbedaan permohonan/jawaban/keterangan dalam bentuk
cetak dan digital maka yang digunakan dokumen cetak.
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Tenggang waktu perbaikan permohonan 3 hari kerja dimulai sejak
{IMB diterimanya e-AP3 untuk permohonan yang diajukan secara offline atau
sejak dikirimkannya e-AP3 untuk permohonan yang diajukan secara
online.

Jika hardcopy permohonan online tidak diserahkan, termasuk tidak
mengajukan perbaikannya, maka permohonan yang akan dicatat dalam
BRPK adalah permohonan awal yang diajukan secara online.

Demikian juga apabila terdapat perbedaan antara permohonan online
dengan permohonan hardcopy yang diserahkan tanpa ada perbaikan
permohonan maka yang dicatat dalam BRPK adalah permohonan online.

Jika perbaikan permohonan melewati tenggang waktu, permohonan yang
digunakan adalah permohonan awal.

Salinan permohonan disampaikan kepada Termohon dan Bawaslu Prov.
atau Bawaslu Kab/Kota dan kepada KPU dan Bawaslu sebagai tembusan
paling lama 2 hari kerja sejak e-BRPK.
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Penarikan permohonan yang dilakukan, baik sebelum maupun sesudah
registrasi, akan dikonfirmasi dalam persidangan.

Karena sebagai pedoman, penyusunan permohonan, jawaban Termohon,
keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu dapat mengacu pada lampiran PMK.

Permohonan persidangan jarak jauh diajukan paling lambat 2 hari kerja
sebelum pelaksanaan sidang.
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Pemberitahuan Sidang, Inzage, dan Permohonan Pihak Terkait

Pemberitahuan
sidang pertama
kepada Termohon
dan Pemberi
Keterangan paling
lama 2 hari kerja
? sejak permohonan
diregistrasi,
sedangkan kepada
Pihak Terkait paling
lama 2 hari kerja

sebelum pemeriksaan
pendahuluan J

Para pihak dapat
mengajukan
permohonan secara
tertulis untuk

mempelajari alat bukti

(inzage) dengan
menyebutkan alat

e Dbukti yang hendak

dipelajari. Sehingga,
inzage dapat
dilakukan setelah
mendapat persetujuan
ketua panel dan
dilakukan pada jam
layanan. J

Permohonan sebagai
Pihak Terkait paling
lama 2 (dua) hari
kerja sejak
permohonan

diregistrasi. J



Alat Bukti dan Jam Layanan

Jam layanan pengajuan
permohonan dan
perbaikan permohonan
mulai pukul 08.00 s.d.
24.00 WIB pada hari
kerja, sedangkan untuk
layanan selainnya mulai
pukul 08.00 s.d 16.00
WIB pada hari kerja.

Pengajuan daftar saksi
dan/atau ahli beserta
keterangannya disampaikan
paling lambat 1 (satu) hari
kerja sebelum persidangan
pemeriksaan (lanjutan)
dengan agenda pembuktian.
Demikian juga dengan
penyampaian bukti
tambahan para pihak paling
lama 1 (satu) hari sebelum
hari sidang untuk

pengesahan alat buktu
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